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RINGKASANRINGKASAN
EKSEKUTIFEKSEKUTIF
Inovasi di sektor publik merupakan salah satu
pendorong utama untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan memperkuat kompetensi
sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi
pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan di Kabupaten Bone, ditemukan bahwa
inovasi publik yang sukses tidak hanya
meningkatkan kualitas layanan tetapi juga
berperan penting dalam pengembangan
kompetensi SDM di pemerintahan. Artikel ini
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung
keberhasilan inovasi dalam meningkatkan
kompetensi SDM, antara lain dukungan
manajemen puncak, penghargaan, keragaman
staf, keterlibatan semua anggota organisasi,
eksperimen, dan kerja tim. Policy brief ini
memberikan rekomendasi kebijakan untuk
mendorong lebih banyak inovasi yang berfokus
pada pengembangan SDM di pemerintah daerah.

Inovasi di sektor publik telah menjadi agenda
penting di banyak negara berkembang, termasuk
Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bone, melalui
berbagai program inovasi pelayanan publik,
telah berhasil meraih sejumlah penghargaan atas
pencapaiannya. Namun, tidak hanya sebagai alat
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi
ini juga terbukti berperan dalam meningkatkan
kompetensi SDM di pemerintahan. Hal ini
menunjukkan pentingnya peran inovasi dalam
memperkuat kapasitas dan kemampuan pegawai
negeri untuk menghadapi tantangan pelayanan
publik yang semakin kompleks (Damanpour &
Schneider, 2009; Walker, Jeanes, & Rowlands,
2002).

LATARLATAR  
BELAKANG MASALAHBELAKANG MASALAH

TEMUAN UTAMA
PENELITIAN YANG MENDASARI PENULISAN POLICY BRIEF INI MENGIDENTIFIKASI
BEBERAPA FAKTOR YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
MELALUI INOVASI DI KABUPATEN BONE:

Dukungan Manajemen Puncak: Inovasi yang berhasil di Bone Regency didorong oleh
komitmen kuat dari pimpinan daerah. Bupati Bone secara aktif mendukung inovasi
sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), menjamin kelangsungan pendanaan dan alokasi anggaran
untuk inovasi (Mulgan & Albury, 2003).

1.

Penghargaan dan Insentif: Bone Regency menerapkan sistem penghargaan bagi
pegawai yang berkontribusi dalam inovasi. Program penghargaan ini, yang mencakup
sertifikat dan insentif finansial, mendorong pegawai untuk terus meningkatkan
kompetensi mereka dan berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (Ramayah &
Fadhilah, 2012).

2.

Keragaman Staf dan Keterlibatan Semua Anggota Organisasi: Pengembangan inovasi
melibatkan berbagai lapisan staf dalam organisasi, yang memungkinkan penukaran
pengetahuan dan pengalaman. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup staf tingkat
tinggi, tetapi juga pegawai di berbagai tingkat yang berkontribusi dalam merancang,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi inovasi (Zemplinerová, 2010).

3.

Eksperimen dan Kerja Tim: Implementasi inovasi di Bone Regency menunjukkan
pentingnya percakapan ide-ide inovatif melalui eksperimen dan uji coba. Kerja tim
yang solid memungkinkan pegawai untuk belajar satu sama lain dan saling melengkapi
keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam implementasi inovasi (Borins,
2001).

4.



REKOMENDASI KEBIJAKANREKOMENDASI KEBIJAKAN
Untuk mendorong lebih banyak inovasi yang mendukung pengembangan SDM, kami mengusulkan beberapa
langkah kebijakan berikut:

Inovasi bukan hanya sarana untuk meningkatkan
pelayanan publik, tetapi juga merupakan alat yang
ampuh untuk mengembangkan kompetensi sumber
daya manusia di pemerintahan. Dengan dukungan
manajemen puncak yang kuat, sistem penghargaan
yang efektif, serta keterlibatan dan pelatihan yang
intensif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa
inovasi yang diterapkan juga berkontribusi pada
pengembangan kompetensi pegawai, yang pada
gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan
publik (Damanpour & Schneider, 2009).

Meningkatkan Dukungan Kepemimpinan dan Komitmen Anggaran untuk Inovasi: Pemerintah daerah
harus memastikan bahwa inovasi menjadi bagian integral dari visi pembangunan mereka, dengan
dukungan anggaran yang jelas dan alokasi dana yang berkelanjutan untuk program inovasi (Hartley &
Downe, 2007).

1.

Memperkuat Sistem Penghargaan dan Insentif untuk Pegawai: Penghargaan yang lebih sistematis dan
terukur, baik finansial maupun non-finansial, harus diterapkan untuk mendorong pegawai
berpartisipasi aktif dalam inovasi. Insentif ini juga bisa mencakup peluang pengembangan karir atau
pengakuan atas kontribusi dalam inovasi (Hartley, 2005).

2.

Meningkatkan Kolaborasi dan Keterlibatan Staf di Semua Tingkat: Inovasi harus melibatkan pegawai di
semua level organisasi untuk memastikan bahwa ide-ide baru dapat berkembang dengan baik.
Pembentukan tim inovasi yang melibatkan pegawai dari berbagai unit akan mempercepat proses kreatif
dan solusi inovatif (Albury, 2005).

3.

Menjalankan Program Pelatihan Inovasi yang Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus menyediakan
pelatihan dan workshop inovasi secara rutin untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam
menghasilkan ide-ide baru. Program ini harus mencakup pelatihan dalam teknologi terbaru, metodologi
inovasi, serta keterampilan kolaboratif yang mendukung penciptaan solusi inovatif (Ramayah &
Fadhilah, 2012).

4.

Fasilitasi Eksperimen dalam Pengembangan Inovasi: Untuk mengurangi hambatan dalam perubahan
organisasi, eksperimen harus didorong dalam penerapan inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui uji
coba kecil-kecilan dan evaluasi progres yang melibatkan feedback dari berbagai pihak (Walker, Jeanes,
& Rowlands, 2002).

5.
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